
 
 

 

BUPATI SRAGEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SRAGEN 

NOMOR  71 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SRAGEN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Sragen Tahun 2021-2026; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) 

SALINAN 



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

590); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 



2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 9); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019 Nomor 110); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019 Nomor 121); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 

07); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah kabupaten Sragen 

Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

4i); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PRANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-

2026. 

 

 

   

BAB I 



KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 

2. Bupati adalah Bupati Sragen. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. 

 

 
Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

(1) Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah 
menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran 

Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. 

(2) Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah 

memberikan arah kebijakan program dan kegiatan serta 

menjamin konsistensi perencanaan Perangkat Daerah 
selama 5 (lima) tahun dengan pelaksanaan pada setiap 

tahunnya. 
 

 
BAB II 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 3 

 
(1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan dan sasaran 

perangkat daerah, kebijakan program, rencana kegiatan 

dan sub kegiatan tahun 2021-2026 berikut indikatornya. 

(2) Renstra setiap perangkat daerah tahun 2021-2026 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

   
 



  Pasal 4 

 
Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat: Latar Belakang; Landasan Hukum; 

Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan. 

BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat 

Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; serta 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah. 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

Memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; 

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Strategis; serta Penentuan Isu-isu 

Strategis. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Perangkat Daerah. 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Memuat rumusan pernyataan strategis dan arah 

kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun 

mendatang. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan 

indikatif. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

BAB VIII PENUTUP 

    

 

   

 

 

Pasal 5 



Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut dari Renstra Perangkat Daerah
Tahun 202l-2026 dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Sragen dalam setiap tahunnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2O2l
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KAI}UPATEN SRAGEN TAHUN 202 1 NOMOR 71

Salinan dengan aslinya
DAERAH
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